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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Britania Raya telah melanggar Konvensi Jenewa 1951 dan 

Protokol New York 1967 sesuai dengan tindakannya dalam membuat 

perjanjian kerja sama relokasi pencari suaka dengan Rwanda. Britania 

Raya akan merelokasi pencari suaka yang tidak mendapatkan status 

pengungsinya Britania Raya ke Rwanda. Pemerintah Britania Raya 

berdalih bahwa tindakan ini dilakukan untuk mencegah penyeludupan 

manusia. Britania Raya mensyaratkan berbagai persyaratan kepada para 

pencari suaka untuk masuk ke wilayahnya. Padahal, Konvensi Status 

Pengungsi Tahun 1951 pasal 31 ayat (1) memberikan hak kepada pencari 

suaka untuk masuk ke suatu negara tanpa dokumen lengkap. 

B. Saran 

1. Perjanjian kerjasama relokasi pencari suaka antara Britania Raya 

dan Rwanda harus dilakukan pengkajian ulang karena Rwanda 

bukanlah negara yang kondusif bagi para pencari suaka. Pihak 

Britania Raya harus mengizinkan pencari suaka yang tidak 

memiliki dokumen lengkap untuk tetap tinggal di Britania Raya. 

2. Konvensi Jenewa 1951 harus dilakukan amandemen untuk 

menambahkan aturan sanksi terhadap negara pihak yang melanggar 
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agar pemenuhan hak-hak pencari suaka maupun pengungsi dapat 

terlaksana dengan baik. 
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